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ABSTRAK

Penelitian ini bertujusn untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto, jumlah penduduk, jumlah sekolah dan pengeluaran pemerintah tahun 

sebelumnya (t-1) terhadap pengeluaran pemerintah Kota Palembang. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 15 tahun, mulai dari tahun 1992 sampai 

tahun 2006. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda.

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto dan 

pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengeluaran pemerintah Kota Palembang. Tetapi, untuk jumlah penduduk dan jumlah 

sekolah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kota 

Palembang.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Sekolah.

Pengeluaran Pemerintah Tahun Sebelumnya, Regresi Linier Berganda.
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ABSTRACT

This research aims to know how thc infiuence of Product Domcstic Regional Bruto, 

number of population, number of school and govcmment expcnditure previous year (t-1) 

towards govcmment expenditure of Palembang City. The data that been used in this 

research is secondary data during 15 years, from 1992 until 2006. The technical analyzc that 

been used in this research is doublcd linier regression model.

The regression result shows that Product Domcstic Regional Bruto and govemment 

expenditure previous year have a significant infiuence towards govemment expenditure of 

Palembang City. But, foe number of population and number of school have not significant 

towards govemment expenditure of Palembang City.

Key Words: Product Domcstic Regional Bruto, Number of Population, Number of

School, Govemment Expenditure Previous Year, Doublcd Linier Regression.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Demi mendukung terealisasinya Otonomi Daerah yang nyata, maka 

daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatanmasing-masing

segala sesuatu potensi sumber daya alam yang ada, termasuk pengelolaan 

keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih 

baik kepada masyarakat. Salah satu tonggak terpenting otonomi daerah adalah

keseimbangan hubungan pusat-daerah. Dengan begitu, otonomi yang bertanggung 

jawab perlu dilihat sebagai suatu keharusan dan perlu diakselerasikan.Tanpa 

adanya terobosan dalam reformasi hubungan pusat-daerah, pelaksanaan asas

dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan akan timpang (Kuncoro, 2004: 121).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata tersebut, tidaklah mudah.

Masih banyak permasalahan yang timbul yaitu adanya kesenjangan (disparitas) 

antar pelaku ekonomi atau antar manusia, antar daerah dan antar sektor. Maka dari 

itu keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah sangat diperlukan. Agar 

berbagai ketimpangan atau masalah yang terjadi dapat diatasi sesuai dengan 

kemampuan pusat dan daerah.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek 

keuangan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan 

nasional secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang 

No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

I



merupakan sarana untuk menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, serta merupakan landasanbagi 

daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan 

kemampuan dan potensiyang dimiliki daerah. Kedua Undang-undang tersebut 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan daerah guna 

membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya (Kuncoro, 2004: 88-90). Undang- 

Undang Tentang Pemerintah Daerah memberikan kejelasan mengenai seberapa 

besar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan daerah 

tersebut meliputi antara lain: penggalian sumber-sumber pendapatan dan

pemanfaatannya, kebebasan untuk melakukan pungutan-pungutan, penetapan

tariff, dan ketetapan penetapan sanksi kebebasan pemerintah daerah dalam

menentukan arah dan besaran pengeluaran daerah. Dengan kata lain, hubungan

keuangan pusat-daerah memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk

mengelola sumber pendapatan dan menentukan arah penggunaannya sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tanpa adanya intervensi pemerintah 

pusat. Kondisi seperti ini akan meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dalam 

mengolah sumber potensial pendapatannya dan meningkatkan efektifitas serta

efisiensi dalam penggunaanya (Todaro, 2000: 111-113).

Perencanaan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Perencanaan dan

anggaran daerah juga memegang peranan yang strategis dalam pencapaian tujuan 

daerah. Ada 3 unsur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika 

dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah. Pertama, perencanaan
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pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang 

hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut 

merupakan bagian akhir dari interaksi tersebut. Kedua; sesuatu yang tampaknya 

baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik 

untuk daerah belum tentu baik untuk nasional. Ketiga, perangkat kelembagaan 

yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses 

pengambilan keputusan, otoritas, biasanya sangat berbeda dengan pada dua 

tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang efektif 

harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa saja yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik 

mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi 

yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para 

perencananya dengan objek perencanaan (Kuncoro, 2004: 46)

Perencanaan pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan efisien

dapat dilihat dari anggaran daerahnya, yang tercemin dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya disusun dan direncanakan 

dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ditinjau 

dari sisi penerimaan, menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, komponen 

pendapatan daerah antara lain: pertama, pendapatan asli daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah ini terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, dana perimbangan. Dana 

perimbangan ini terdiri dari bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan
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hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam (bagi hasil). 

Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. Pengeluaran rutin adalah anggaran yang disediakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus-menerus yang 

• dimaksudkan untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan memelihara hasil-hasil 

pembangunan yang diproritaskan pada optimalisasi fungsi-fungsi rutin perangkat 

. daerah, pengeluaran rutin terdiri dari 10 komponen yaitu belanja pegawai, belanja 

barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran 

hutang dan bunga, pensiun dan onderstand, bantuan, pemeliharaan tidak temasuk 

kajian lain, dan pengeluaran tidak tersangka. Pengeluaran pembangunan adalah 

anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan

perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran

pembangunan terdiri dari 20 sektor yaitu sektor industri, pertanian dan kehutanan.

SDA dan air, tenaga kerja, pengembangan usaha daerah, transportasi.

pertambangan dan energi, pariwisata dan telekomunikasi, pembangunan daerah 

pemukiman, lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan nasional, kesehatan, 

perumahan dan pemukiman, agama IPTEK, hukum, aparatur pemerintah, politik, 

keamanan dan ketertiban, subsidi dan pembangunan (Aritonang, 2004: 20).

Menurut Shah (dalam Jumarsa 1994: 1-35) pengeluaran pemerintah 

daerah antara lain dapat diukur berdasarkan kebutuhan fiskal (Jiscal need) suatu 

daerah. Kebutuhan fiskal adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik standar yang 

dibutuhkan oleh pemerintah daerah, di mana nilai standar tersebut telah ditetapk 

oleh pemerintah pusat. Variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan

an

4



fiskal antara lain pengeluaran pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, 

kesejahteraan sosial, jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, 

pelayanan publik.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat 

dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

memperlihatkan besarnya produksi yang telah dihasilkan oleh masing-masing 

sektor ekonomi pada tahun tertentu. Selain itu, dengan memperhitungkan 

pertumbuhan serta kontribusi masing-masing sub sektor dalam PDRB, dapat 

dilihat kinerja masing-masing sub sektor terhadap perekonomian daerah tersebut.

serta

Mengingat banyaknya variabel yang dapat digunakan untuk menghitung

kebutuhan fiskal, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya

dibatasi pada jumlah penduduk dan pengeluaran untuk pendidikan dalam hal ini

yaitu jumlah sekolah. Semakin padat penduduk di suatu daerah, semakin banyak

pula sarana yang harus dibangun oleh pemerintah setempat. Hal itu berkaitan pula 

dengan semakin besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sarana- 

sarana tersebut. Salah satu sarana yang sangat penting adalah fasilitas sosial 

pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. Sarana ini sangat penting dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk pada pertengahan 

tahun 2006 adalah sebesar 1.369.239 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,27 

persen, artinya setiap tahun penduduk Kota Palembang berubah 2,27 persen. 

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah, maka harus 

banyak pula fasilitas ataupun sarana publik yang harus disediakan oleh 

pemerintah daerah setempat. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengeluaran 

pemerintah. Laju pertumbuhan penduduk ini pada dasarnya masih bersifat alami
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karena faktor kelahiran dan kematian, walaupun demikian tentu pulaatau

dipengaruhi oleh migrasi

Maju atau tidaknya suatu daerah bisa dilihat dari pembangunan daerah 

tersebut. Selain didukung oleh faktor modal, pembangunan juga sangat didukung 

oleh sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia sangat berperan 

penting. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan penghalang pembangunan 

ekonomi di suatu daerah ataupun negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat 

pendidikandan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan 

ekonomi, terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja 

yang mempunyai kemampuan atau paling tidak dapat membaca dan menulis. 

Agar pembangunan itu sendiri berhasil, maka sangat dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu didirikan 

sekolah-sekolah yang dapat menunjang proses pembangunan. Sekolah merupakan

salah satu sarana publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Semakin banyak

jumlah sekolah yang akan didirikan, maka semakin besar pula pengeluaran

pemerintah dalam pembengunan sekolah-sekolah tersebut. Jumlah sekolah di

Kota Palembang, baik negeri maupun swasta pada tahun 2005 sebanyak 246

sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 450 Sekolah Dasar (SD), 198 Sekolah

Menengah Pertama (SMP), sebanyak 129 Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 

49 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dapat menjadi tolak ukur 

jumlah permintaan dana dan untuk membiayai seluruh aktivitas publik. Di 

Otonomi Daerah saat ini, pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting 

dalam peningkatan kualitas perekonomian, terutama dalam menyediakan barang

era
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dan jasa publik. Kebutuhan akan pembangunan barang publik akan terus 

bertambah mengikuti pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitasnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran 

pemerintah Kota Palembang. Mengingat sangat mendukungnya pengeluaran 

pemerintah terhadap pembangunan daerah setempat serta dalam mengoptimalkan 

potensi sumber-sumber daerahnya. Variabel dari kebutuhan fiskal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan fasilitas sosial pendidikan, 

sedangkan variabel yang mempengaruhi kebutuhan fiskal dari pengeluaran 

pemerintah yaitu PDRB dan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh variabel PDRB,

jumlah penduduk, jumlah sekolah dan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya 

terhadap pengeluaran pemerintah Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, 

jumlah penduduk, jumlah sekolah dan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya 

terhadap pengeluaran pemerintah Kota Palembang.
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1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Manfaat akademis, yaitu untuk menambah bahan kajian mengenai

keuangan daerah yang berkaitan tentang informasi pengeluaran

pemerintah Kota Palembang.

Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan

bagi pemerintah Kota Palembang dalam merencanakan dan menetapkan

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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